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PRAKATA 

Penulis kembali menyaji-lanjutkan "Hukum Perusahaan". 
Kali ini datang ke haribaan pembaca khususnya mengenai "Pe
nanaman Modal Di Indonesia", yang penulis rasakan perlunya 
sumber-sumber tentang penanaman modal pada era perdagangan 
atau bisnis "transnaskinal" yang semakin erat dalam kaitan global 
dan terjadi "pengaruh timbal balik" yang perlu diantisipasi, agar 
Indonesia mampu berperan dalam dunia bisnis internasional, me
lalui pemantapan dan kemantapan dunia bisnis Indonesia yang 
harus dilandasi dengan "day a ketja" hukum Indonesia yang "meng
akomodasikan" kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik 
modal dalam negeri maupun modal asing, dan lembaga-lembaga 
yang mengelolanya, seperti BKPM dan institusi terkaitnya. 

Mudah-mudahan tulisan ini yang disusun antara lain dari 
catatan panduan kuliah di "Program Pasca Satjaua (Magister 
Hukum), Pmekaumr Hukum Bisnis Universitas Katolik Parah
yangan Bandung" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan 
diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tu
lisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum 
Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam 
peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan na
sional Jangka Panjang II (PJP-11), yang di dalam era ini harus 
mampu berperan dalam AFT A 2002 dan APEC 2020 bagi kema
juan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kese
jahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang 
telah termaktub clalam Mukadimah UUD 1945: 

Terima ·kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
membantu penulis, terutama Penerbit, Para Asisten, para Peru
bantu Puskmn dan Sekretaris PT. Propelat, dll. 

Juga putra-putra Andi Sudjono (Alumnus Oxford-UK) dan 
Sudjono (Mahasiswa Universitas Padjajaran) yang senantiasa 
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menyediakan waktu untuk mendiskusikan beberapa masalah yang 
dihadapi dalam penyusunan tulisan ini, serta persembahan kasih 
Repada lstri Erlien Sucljono yang scnantiasa memberi dorongan, 

Bandung,, Juli 1999 

Soedjono Dirdjosisworo 
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PENDAHULUAN 

1. Umum (Penanaman Modal). 

Konstitusi. kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 me1an
dasi kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara (the 
Legal Principles of the Republic of Indonesia). Pasa133 UUD 1945 
ini merupakan tonggak yang kuat dan harus kokoh da1am 
menge1o1a pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tu
juan nasional (Mukadimah UUD 1945). 

Berbagai kiat dan kebijakan dilakukan untuk itu dan dalam 
PJP-1 telah terbukti hasilnya, kini dilanjutkan dalam PJP-11. Salah 
satu garapan penting adalah tentang pengaturan mengenai pengelo
laan modal di Indonesia. Untuk itu telah dibentuk dan telah pula 
berkiprah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang 
sangat mewarnai bidang penanaman modal asing di Indonesia. 
Bagaimana mengenai BKPM ini diuraikan di bagian depan disusul 
mengenai PMDN dan PMA. 

2. Pertimbangan-Pertimbangan Diundangkannya PMDN. 

a. Pertimbangan Diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 
1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

I) Bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan eko
nomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi ke
makmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat 

· pentii1g dan nienentukan; 
2) Bahwa berhubung pengan itu, perlu diselenggarakan 

pemupukan dan pemahfaatan modal dalam negeri secara 
maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha 
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rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan 
baru dalam bidang produksi barang-barang danjasa-jasa; 

3) Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan 
ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para 
penanaman modal dalam negeri; 

4) Bahwa di dalam sistem ekonomi nasional yang idiil, 
berdasarkan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang di
khgsuskan bagi usaha negara di dalam batas-batas keten
tuan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, terbuka 
lapangan yang luas bagi usaha swasta; 

5) Bahwa pacta dasarnya pembangunan ekonomi nasional 
harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan 
rakyat Indonesia sendiri; 

6) Bahwa dalam pacta itu, khususnya dalam tingkat perkem
bangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu 
dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh 
orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan per
kembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan peilg
usaha nasional; 

7) Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri 
yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-keten
tuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu 
berusaha bagi perusahaan- perusahaan asing ( domestik) 
yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh 
pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepen
tingan sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula 
jiwa dari PP 10 tahun 1959. 

Se~ara Umum undang-undang ini menjelaskan : .. 
Dalam Det~okrasi Pancasila modal harus diberi tempat 

yang sewajarnya,' sesuai dengan arti dan pentingnya jaktor 
terse but dalam pembangunan masyarakat yang adil dan mak
mur. Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya 
pukan modal dalam negeri sendiri secara 
sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan 
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lurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang pro
duktif dan efisien. 

Setiap negeri yang belum maju mengalami kemerosotan 
atau kemandekan perkembangan ekonomi karena kelemahan 
masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri. Hal ini 
juga disebabkan karena lemahnya kemampuan para pengu
saha, baik dari pihak swasta maupun dari pihak Pemerintah. 

Kareiza itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan, dan pe
ngaturan-pengaruran yang dapat memperbesar kemampuan 
masyarakat Indonesia untuh berusaha seem-a produ/uif 

Kelemahan-kelemahan tersebut masih lagi ditambah 
kesulitan dengan adanya dominasi perekonomian Indonesia 
pacta umumnya dan dominasi modal khususnya oleh orang
orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal 
dalam negeri. 

Keadaan ini telah berlangsung berabad-abad lamanya 
dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan 
tersebut. Sebalik11)1a justru adanya dominasi tersebut sangat 
membatasi kemanzpuan-hemampuan Pemerintah pada dewasa ini 
untuk bertindah secw·a radikal dalam waktu yang sangat 
singkat. 

. Sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu 
dipentingkan di atas segala-galanya adalah perbaikan nasib 
rakyat. 

Karena itu pengakhiran dominasi orang asing atas per
ekonomian Indonesia, harus dilaksanakan dengan cara me
manfaatkan orang asing dan modalnya, tanpa meuinggalkan 
realitas-realitas yang berlaku. 

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka perlu diada
kan pemisahan yang tegas an tara perlakuan terhadap modal 
dan. perlahuin terhadap perusahaan. 

· Seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak me
menuhi hetentuan-lwtentudn. pasal 2 Undang-Undang No. I 
tahun 1967 te1ltang Penanaman Modal Asing adalah modal 
dalam negeri. Walaupun modal dalam negeri dapat dimiliki 
oleh berbagai pil1ak termasuk orang asing, namun terhadap 
seluruh modal dalam negeri tidak diadakan pem-bedaan 
perlakuan. 
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Pemhcdaan perlakuan J1;1dakan Sl~cara tegas terhadap 
orang-orang asing Jan perusahaan yang menguasai dan me
miliki modal dalam negeri. 

Pada prin<qmya orang a<ing tidak diholellkan hcrusalla 
dcngan nwdal da!am negcri. akanrewpi mengingat keadaon
keudaan eerekonomian dan J/l{lSyarakat Indonesia, nuda 
orong-orong ustlig rlengon modalnya perlu dinlm~flwtkml 
tlengon rneml>eriA un A ejwda mereka kef fllfl(f 111 ·ketent unn do 11 

kepaslian a/as rlosar 1/WIW mereka dapill beke1ja secara 
produkiifdan l>ennanfiwr !Jagi selumh nwsyarakat Indonesia. 

Lebih pcnting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dan 
kepastian tentang modal clan perusahaan supaya dinamik. 
masyarakat dan daya hreatif rakyat clapat menimhulkan aku
mulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pro
duktif. Hanya dengan keadaan demikian inilah pembangunan 
ekonumi dapat dilak>anakan. 

Dalam hal lm Pcmerintah mcmegang peranan yang sa
ngat vital st:h<lgai pemimpin dan pelopor dari pembangunan. 
Dengan pena11aman-penanaman modal secara berencana da
lam jumlah-jumlah yan)! cukup hcsar maka Pcmerintall dal'"l 
merintis d:1n Jnerangsa11g penanaman- penamunan modal dari 
pihak ma<yarakat pada umumnya. 

Pemhangunau yang sungguh-sungguh dapat 
ukh rakyat hanya dapat dieapai dengan mobilisasi modal 

sduruh masyarakat. 
Kareua itu Undang-Undang tentang Penanaman 

Dalam Negeri men~andung ketentuan-ketentuan yang •h'""ill 
merangsang dan menjamin pemupukan modal baik yang 
ma~pun yang hesar Afl(ara lain pemupukanmodal dengan 
tai)llllgOJ(-I<il!llllgall, deposi to-deposi /0 !JeriaJigka, 
kertas-k erws 111;rl111 r,~a, mendapat ~-r>et·an·gsaii,RI 
supaya makin lama makin meniadi 
yang berani. 

Undang-Undang rentang PMDN sesunggulli1ya tidak 
nya mengatur nHKial dalam negeri saja. akan tetapi 
mengatur dalam garis hesar penguasaan-penguasaan dan 
rusahaan-perusahaanny a. 
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Sejalan dengan itu, maka dalam Undang-Undang No.6 
tahun I 968 juga terdapat ketentuan-ketentuan yang pacta 
hakikatnya merupakan pembaharuan dan peningkatan dari
pada Peraturan Peme.rintah No. 10 tahun 1959. Karena itu 
Undang-Undang ini seyogyanya dijadikan undang-undang 
pokok yang dapat dipakai sebagai landasan untuk semua 
ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal dalam berbagai 
bidang usaha, 

Pertimbangan Diundangkannya Undang-Undang No.l2 Ta
hun 1970 Tentang "Perubahan Dan Tambahan Undang-Un
dang No.6 Tahun 1968 Temang Penanaman Modal Dalam 
Negeri". 

I) Bahwa garis besar politik perpajakan negara dalam 
menghadapi pembangunan meliputi peningkatan tabung
an Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, me
rangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan 
produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke 
arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam adminis
trasi; 

2) Bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, 
perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi 
pengusaha-pengusaha, khususnya hagi penanaman-pe
nanaman modal; 

3) Bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan yang 
dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka 
U ndang -U ndang No.6 tahun 1968 tenta ng Penanaman 
Modal Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan peru
bahan-perubahan tersebut. 

Secara umum Undang-Uil(lang ini menjelaskan : 

Dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yakni 
bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak
hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara, mau
pun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di 




